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Abstract  
The socialization of legislation on the utilization of flying fish resources in Southeast Maluku 

was aimed at enhancing Ur Pulau Village community's understanding of fisheries 

regulations related to flying fish management. This topic was chosen due to the significant 
role of flying fish as a key commodity that can boost the welfare of coastal communities in 

Southeast Maluku. The community service methods included counseling sessions, group 

discussions, and distributing educational materials that matched the community's 
comprehension level. The activities resulted in better understanding of the relevant 

regulations and raised awareness about the importance of sustainable management of flying 

fish resources. Consequently, this initiative effectively increased the community's knowledge 
and awareness of using flying fish resources in line with existing laws, which is anticipated 

to promote both economic and ecological sustainability in Southeast Maluku. 
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Abstrak  

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Terbang di 
Maluku Tenggara dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan pemahaman 
masyarakat Desa Ur Pulau mengenai regulasi bidang perikanan tangkap terkait dengan 
pengelolaan sumberdaya ikan terbang. Pemilihan topik ini penting mengingat ikan terbang 
merupakan salah satu komoditas utama yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pesisir di Maluku Tenggara. Metode pengabdian yang digunakan meliputi 

penyuluhan, diskusi kelompok, dan distribusi materi edukatif yang disesuaikan dengan 
tingkat pemahaman masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan 
pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku, serta munculnya kesadaran 
akan pentingnya pengelolaan sumberdaya ikan terbang secara berkelanjutan. Kegiatan ini 
berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan 
sumberdaya ikan terbang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 
diharapkan dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi di Maluku Tenggara. 
 
Kata kunci: Pemberdayaan, keberlanjutan, pemanfaatan, ikan terbang 
 

1. PENDAHULUAN 

Maluku Tenggara dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan 

potensi perikanan yang sangat besar (Saraswati et al., 2019; Saiful & Ruban 2022). 

Lautannya yang luas serta keberagaman jenis ikan yang melimpah (Tuarita et al., 
2023) menjadikan perikanan tangkap sebagai sumber utama penghidupan 

masyarakat setempat (Tethool et al., 2022). Namun, tingginya aktivitas 
penangkapan di daerah ini menghadirkan berbagai tantangan (Notanubun et al., 
2022), khususnya dalam pemanfaatan sumber daya ikan terbang, terutama 

telurnya (Hukubun et al., 2023; Tuapetel, 2021a), secara tidak terkendali (Tuapetel 
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et al., 2024). Tingginya intensitas perikanan di Maluku Tenggara memicu beberapa 

masalah utama, seperti: pemanfaatan sumber daya ikan terbang yang tidak 
berkelanjutan (Tuapetel, 2020; Retraubun dkk, 2023), Kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (Riangdi 
et al., 2023), Tingginya pelanggaran hukum dalam aktivitas perikanan (Abrahamsz 

et al., 2023), Pengelolaan sumber daya perikanan yang kurang optimal sehingga 

belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Holle et al., 
2022).  Desa Ur Pulau di Maluku Tenggara merupakan desa nelayan dengan 

potensi besar di sektor perikanan ikan terbang. Masyarakat di desa ini mayoritas 
bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan kekayaan laut setempat sebagai sumber 

utama mata pencaharian. Namun, kondisi ekonomi mereka masih tergolong 
menengah ke bawah, dengan tantangan utama berupa pemahaman yang minim 

terhadap regulasi dan praktik perikanan yang berkelanjutan. Banyak nelayan yang 

masih menggunakan metode tradisional dan kurang efisien dalam memanfaatkan 
sumber daya ikan, termasuk ikan terbang. Sosialisasi dan edukasi yang tepat 

sangat diperlukan untuk membantu mereka memahami pentingnya pengelolaan 
sumber daya yang berkelanjutan dan patuh pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Mengatasi tantangan ini, sosialisasi mengenai peraturan perundang-
undangan bidang perikanan tangkap menjadi sangat penting, dengan 

memperkenalkan peraturan terbaru tentang kuota penangkapan, pembatasan 

jumlah kapal serta protokol perizinan terbaru untuk menjamin pemanfaatan 
berkelanjutan sumber daya telur ikan terbang. Dengan demikian, masyarakat 

diharapkan dapat memahami dan menerapkan aturan-aturan tersebut, yang pada 
akhirnya akan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan serta meningkatkan 

kesejahteraan jangka panjang masyarakat pesisir di Maluku Tenggara. 
Pengabdian masyarakat ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 

pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait 
pemanfaatan sumber daya ikan terbang, penerapan praktik perikanan yang 

berkelanjutan, pelanggaran hukum di sektor perikanan tangkap, dan  

kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang 
lebih baik. Melalui kegiatan ini, diharapkan ada perubahan positif dalam pola pikir 

dan tindakan masyarakat nelayan di Desa Ur Pulau, sehingga mereka dapat 
memanfaatkan sumber daya ikan terbang dengan bijak dan berkelanjutan, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. 
 

2. METODE 

Survey Awal dan Identifikasi Masalah 
Langkah pertama dalam metode pengabdian ini adalah melakukan survey 

awal untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat (Hukubun et al., 2022) 
tentang peraturan perikanan yang berlaku. Survey ini melibatkan wawancara dan 

kuesioner (Abrahamsz et al., 2022) yang disebarkan kepada nelayan dan 
masyarakat pesisir di Desa Ur Pulau. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah 

utama yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan terbang dan 

kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Data yang dikumpulkan akan 
memberikan gambaran jelas tentang pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat 

dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Tuwael et al., 2022). Hasil dari survey 
ini akan digunakan untuk merancang solusi yang tepat dan efektif. 
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Penyusunan Materi Sosialisasi 

Berdasarkan hasil survey awal, langkah selanjutnya yakni menyusun materi 
sosialisasi yang mencakup peraturan perundang-undangan, praktik perikanan 

berkelanjutan, dan sanksi hukum terkait. Materi ini disusun dengan bahasa yang 
sederhana dan format yang menarik, seperti gambar, video, dan infografis, agar 

mudah dipahami. Penggunaan bahasa lokal dan media visual bertujuan untuk 
meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat (Wahyudi, 2021).  

 

Pelaksanaan Sosialisasi 
Sosialisasi dilakukan dengan metode penyuluhan dan diskusi kelompok pada 

hari Kamis, 14 September 2023. Kegiatan sosialisasi di Balai Desa Ur Pulau 
Maluku Tenggara. Peserta kegiatan adalah nelayan penangkap telur ikan terbang 

dari Desa/Ohoi Ur Pulau dan Watkidat sebanyak 50 orang (Gambar 1). Diskusi 
kelompok kecil diadakan untuk memungkinkan interaksi yang lebih mendalam dan 

tanya jawab langsung (Apituley et al., 2023; Waileruny et al., 2023). Selanjutnya 

hasil pengabdian diuraikan secara deskriptif (Nanlohy et al., 2023) untuk menilai 
tingkat keberhasilan kegiatan melalui pengisian lembar evaluasi sebelum dan 

sesudah sosialisasi (Wahyuni et al., 2022). Dengan demikian, keberhasilan kegiatan 
dapat diidentifikasi dan diukur secara objektif (Tianotak et al., 2023), memberikan 

gambaran tentang perubahan pola pikir sehingga masyarakat dapat memanfaatkan 
sumberdaya ikan terbang secara bijaksana dan berkelanjutan. 

 

 

  

  
Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan 

Tangkap di Ur Pulau Kabupaten Maluku Tenggara, a). Survei awal, b). 

Penyuluhan oleh tiga narasumber, c). Diskusi kelompok, d). Foto bersama 
selesai kegiatan 

  

a b 

c d 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, bersama dengan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pengelolaan 

Sumberdaya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), kembali bekerja 
sama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nelayan tentang 

berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama pembahasan 
kali ini adalah peraturan terkait ikan terbang di Maluku Tenggara. Rencana 

Pengelolaan Perikanan ikan terbang yang diatur dalam Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan No. 69 Tahun 2016 saat ini sedang dalam tahap 
peninjauan kembali. Reviuw ini diperlukan karena terdapat beberapa isu penting 

terbaru dalam pengelolaan ikan terbang yang belum tercakup dalam keputusan 
tersebut. Isu-isu tersebut meliputi perubahan status perikanan dan telur ikan 

terbang, serta perubahan daerah penangkapan (Anwar et al., 2019). Selain itu, 
hingga kini belum ada nomenklatur yang secara spesifik mengatur tentang telur 

ikan terbang dan alat penangkapannya. Saat ini, sedang disusun regulasi 

pendukung untuk kegiatan pengelolaan perikanan ikan terbang, dengan fokus 
khusus pada penangkapan telur ikan terbang. Regulasi ini diharapkan dapat 

memberikan pedoman yang lebih jelas dan komprehensif bagi nelayan, sehingga 
mereka dapat menjalankan kegiatan penangkapan secara legal dan berkelanjutan, 

serta tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan terbang di wilayah Maluku 
Tenggara. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan 

melalui pengelolaan perikanan yang lebih baik dan teratur. 

Proses penyusunan ini melibatkan bagian hukum KKP untuk memastikan 

regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan 

dengan efektif. Setelah draf dokumen Reviuw akhir selesai disusun, langkah 
selanjutnya adalah melaksanakan konsultasi publik. Konsultasi publik ini 

bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan pendapat dari berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk nelayan, akademisi, dan masyarakat umum, guna 

menyempurnakan regulasi yang akan diterapkan (Pedreschi et al., 2021). Dengan 
pengelolaan yang tepat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan 

sumber daya ikan terbang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga 

manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh 
generasi mendatang. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kelestarian 

sumber daya ikan terbang dan keberlanjutan ekosistem laut di Maluku Tenggara. 

Materi penyuluhan disampaikan oleh narasumber pertama, Bapak Edward 

Belson Jaflean, S.Pi, M.Si. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan 
Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dengan judul: Arah 
dan Kebijakan Pengelolaan Telur Ikan Terbang di Kabupaten Maluku Tenggara. 
Materi yang disampaikan meliputi: penangkapan ikan berbasis kuota berdasarkan 
zona Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan 
Terukur dan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Ikan Terbang merupakan 

langkah strategis dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. 

Pendekatan berbasis kuota ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

penangkapan ikan dilakukan dalam batas yang aman, sehingga tidak merusak 
populasi ikan dan ekosistem laut. Penangkapan ikan berbasis kuota melibatkan 

penetapan jumlah maksimum ikan yang dapat ditangkap di setiap zona WPPNRI. 

Kuota ini ditentukan berdasarkan data ilmiah mengenai stok ikan, sehingga 
memungkinkan pemanfaatan sumber daya ikan tanpa mengurangi keberlanjutan 
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populasi ikan. Dengan adanya kuota, diharapkan aktivitas penangkapan ikan 

dapat lebih terkendali dan terukur. 

RPP Ikan Terbang, yang sedang dalam tahap penyusunan, juga berperan 

penting dalam memuat kebijakan-kebijakan pemanfaatan yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk 

perlindungan habitat ikan terbang, pengaturan alat tangkap yang ramah 
lingkungan, serta pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan diterapkannya penangkapan 

ikan berbasis kuota, nelayan diharapkan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan 
bertanggung jawab. Sistem ini juga memungkinkan adanya pembagian manfaat 

yang lebih adil di antara nelayan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan 
mereka. Selain itu, kebijakan berbasis kuota juga dapat mengurangi tekanan 

terhadap sumber daya ikan, sehingga populasi ikan dapat pulih dan berkembang 

dengan baik. 

Implementasi kebijakan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, 
termasuk pemerintah, nelayan, akademisi, dan masyarakat. Konsultasi publik dan 

sosialisasi mengenai peraturan baru ini sangat penting untuk memastikan semua 

pihak memahami dan mendukung pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan 
sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, mendukung 

ketahanan pangan, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Secara 
keseluruhan, penangkapan ikan berbasis kuota berdasarkan zona WPPNRI dan 

RPP Ikan Terbang merupakan langkah penting dalam mengelola sumber daya 
perikanan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini tidak 

hanya melindungi sumber daya ikan, tetapi juga mendukung kesejahteraan 

nelayan dan menjaga kesehatan ekosistem laut untuk generasi yang akan datang. 

Pemateri kedua yakni Dr. Friesland Tuapetel, S.Pi, M.Si yang merupakan 

salah satu pengajar pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 
Pattimura. Materi yang disampaikan yakni Pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya 
ikan terbang di Perairan Maluku. Peningkatan jumlah kapal penangkap ikan 
mengakibatkan penurunan produksi telur ikan terbang. Oleh karena itu, 

pengelolaan yang bijaksana terhadap telur ikan terbang menjadi kunci utama 

dalam pemanfaatan sumber daya ini secara berkelanjutan. Beberapa langkah 
strategis yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini meliputi: 1) Melakukan 

estimasi stok telur ikan terbang secara rutin adalah langkah penting untuk 
mengontrol dan mengendalikan penangkapan. Data yang akurat mengenai jumlah 

stok telur akan membantu dalam menetapkan kuota penangkapan yang aman, 
sehingga populasi ikan terbang dapat terjaga. 2) Pengawasan daerah penangkapan 

potensial, seperti Ur Pulau dan Tanimbar Kei, sangat penting untuk memastikan 
kegiatan penangkapan dilakukan sesuai dengan peraturan. Pengawasan ini 

bertujuan untuk mencegah penangkapan berlebih dan kerusakan habitat yang 

dapat mengganggu keberlanjutan populasi ikan terbang. 3) Menghidupkan kembali 
budaya sasi laut, yang merupakan tradisi lokal dalam mengelola sumber daya laut 

dengan cara melarang penangkapan pada waktu-waktu tertentu, perlu dihidupkan 
kembali. Tradisi ini terbukti efektif dalam melindungi ekosistem laut dan 

memastikan keberlanjutan sumber daya ikan terbang. 

Pemanfaatan telur ikan terbang harus dilakukan secara terkendali dan 

terukur, dengan dukungan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan berpihak 

pada masyarakat kepulauan Maluku. Regulasi harus menjamin bahwa 
penangkapan dan pemanfaatan telur ikan terbang tidak merusak ekosistem dan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya peningkatan kesadaran dan 



14 Tuapetel, Jaflean, Buiswarin 

 

pemahaman masyarakat, khususnya nelayan, mengenai pentingnya pengelolaan 

telur ikan terbang secara berkelanjutan harus terus dilakukan. Pendidikan dan 
sosialisasi tentang peraturan serta praktik penangkapan yang baik dapat 

membantu mengurangi tindakan yang merusak lingkungan. 

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran peraturan 

pengelolaan ikan terbang sangat diperlukan. Ini termasuk pemberian sanksi yang 
jelas bagi pelanggar, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. 

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, diharapkan masalah 

penurunan produksi telur ikan terbang dapat diatasi, sehingga pemanfaatan 
sumber daya ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya 

melindungi populasi ikan terbang dan ekosistem laut, tetapi juga mendukung 

kesejahteraan nelayan dan masyarakat di Maluku. 

Pemateri ketiga yakni Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau 
VIII Kepulauan Kei, Yusuf S. Buiswarin, S.PKP. Materi yang disampaikan 

berjudul: Operasional Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Ikan 
Terbang. Rincian materi adalah sebagai berikut: Operasional pengawasan terhadap 
pemanfaatan sumber daya ikan terbang di Gugus Pulau VIII Kepulauan Kei 

mencakup penjelasan mengenai kewenangan perizinan dan pengawasan sesuai 
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa semua kegiatan penangkapan ikan terbang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, guna menjaga keberlanjutan sumber 

daya dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, 
ditemukan beberapa permasalahan di Ohoi Ur Pulau. Salah satu isu utama yang 

teridentifikasi adalah belum adanya perizinan untuk kapal-kapal milik nelayan 

setempat. Permasalahan ini menimbulkan beberapa konsekuensi penting antara 

lain:  

1. Kepatuhan Hukum yang Rendah. Tanpa perizinan resmi, kapal-kapal nelayan 
beroperasi di luar kerangka hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko 

pelanggaran aturan perikanan. Hal ini dapat mengakibatkan sanksi atau 

tindakan hukum terhadap nelayan.  

2. Pengawasan yang Tidak Efektif. Ketiadaan perizinan membuat pengawasan 

terhadap aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih sulit. Perizinan berfungsi 
sebagai alat kontrol yang memungkinkan otoritas untuk memantau dan 

mengelola kegiatan penangkapan ikan secara lebih efektif.  

3. Ketidakpastian Ekonomi bagi Nelayan. Nelayan tanpa izin resmi menghadapi 

ketidakpastian dalam operasional mereka, yang dapat berdampak negatif pada 
pendapatan dan kesejahteraan mereka. Perizinan memberikan kepastian hukum 

dan operasional, yang mendukung stabilitas ekonomi nelayan.  

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai 

berikut:  

1. Mengadakan program sosialisasi dan edukasi kepada nelayan setempat 
mengenai pentingnya perizinan kapal dan prosedur pengajuannya. Ini akan 

membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman nelayan tentang 

kewajiban hukum mereka.  
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2. Mempermudah proses perizinan kapal nelayan, termasuk penyederhanaan 

prosedur administrasi dan biaya. Langkah ini akan mendorong lebih banyak 

nelayan untuk mengajukan izin resmi.  

3. Meningkatkan kapasitas pengawasan melalui pelatihan dan peningkatan sumber 
daya bagi petugas pengawas. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk 

memantau aktivitas penangkapan secara real-time.  

4. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan 

komunitas lokal untuk memastikan implementasi kebijakan pengelolaan 

perikanan yang efektif dan berkelanjutan.   

5. Menerapkan penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap kapal-kapal 

yang beroperasi tanpa izin, disertai dengan sanksi yang tegas. Hal ini akan 

memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan.  

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan perizinan kapal 
nelayan di Ohoi Ur Pulau dapat teratasi, sehingga pengelolaan sumber daya ikan 

terbang di Gugus Pulau VIII Kepulauan Kei dapat berjalan lebih efektif dan 
berkelanjutan. Ini tidak hanya akan melindungi sumber daya alam, tetapi juga 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan setempat. 

Penelitian mengenai penangkapan ikan berbasis kuota berdasarkan zona 
WPPNRI dan implementasi RPP Ikan Terbang sebagai langkah strategis dalam 

pengelolaan perikanan telah menjadi perhatian utama dalam beberapa penelitian 
terbaru. Hasil penelitian oleh Aprian et al., (2023) menyoroti pendekatan ini sebagai 

langkah penting untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dan ekosistem laut. 
Mereka menekankan pentingnya penetapan kuota berdasarkan data ilmiah untuk 

memastikan penangkapan ikan berada dalam batas yang aman. Oostdijk & 

Carpenter (2022) juga mendukung pendekatan berbasis kuota ini, menyatakan 
bahwa hal tersebut memungkinkan pemanfaatan sumber daya ikan tanpa 

mengurangi keberlanjutan populasi ikan. Mereka menyoroti peran penting data 
ilmiah dalam menentukan kuota penangkapan. Trenggono (2023) menekankan 

bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan kerjasama lintas sektor, termasuk 
pemerintah, nelayan, akademisi, dan masyarakat. Mereka menyoroti pentingnya 

konsultasi publik dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan luas dalam 

pelaksanaan kebijakan. 

Di sisi lain, Retraubun et al., (2024) dan Tuapetel et al., (2017) menyoroti 

permasalahan terkait penurunan produksi telur ikan terbang akibat peningkatan 
jumlah kapal penangkap ikan. Mereka menyarankan langkah-langkah strategis 

seperti estimasi stok telur secara rutin dan pengawasan daerah penangkapan 
potensial untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ini. Tuapetel (2021b, 2021c) 

menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan 
sumber daya ikan terbang, serta perlunya kesadaran masyarakat dalam mengelola 

secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa 

pendekatan berbasis kuota dan implementasi RPP Ikan Terbang merupakan 
langkah penting dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan. Namun, 

tantangan seperti penurunan produksi telur ikan terbang dan permasalahan 
perizinan kapal nelayan memerlukan langkah-langkah strategis untuk diatasi guna 

memastikan keberlanjutan sumber daya ikan terbang dan kesejahteraan nelayan 

setempat, dimulai dari kesamaan persepsi dengan masyarakat. 
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Pelaksanaan Pre-Test dan Post-Test tentang Peraturan perundang-undangan 

Bidang Perikanan tangkap telur ikan terbang. 

Pelaksanaan Pre-Test dan Post-Test dilakukan kepada sepuluh orang yang 

mewakili kelompok diskusi, terdiri dari pemilik kapal, nahkoda, dan perwakilan 
Anak Buah Kapal. Soal yang diberikan berupa lima soal pilihan ganda, yaitu satu 

soal umum, tiga soal berdasarkan materi narasumber, dan satu soal penerapan. 
Hasil pelaksanaan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah 

menerima materi tentang peraturan perundang-undangan di bidang perikanan 

tangkap terkait pemanfaatan telur ikan terbang. Sebelum menerima materi, 
peserta hanya bisa menjawab satu atau dua soal dengan benar, bahkan ada yang 

salah semua. Namun, hasil Post-Test menunjukkan peningkatan pemahaman 
sebesar 60% dari total peserta. Secara rinci, satu peserta yang sebelumnya salah 

semua, pada Post-Test hanya salah tiga soal. Dua peserta lainnya salah dua soal, 
satu peserta salah satu soal, dan enam peserta lainnya menjawab semua soal 

dengan benar. Persentase keseluruhan tersaji pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Hasil test kemampuan dasar (%) peserta sosialisasi perundang-undangan 

bidang perikanan tangkap pemanfaatan telur ikan terbang yang diuji pada 

awal dan akhir kegiatan pengabdian. 

 

Berdasarkan Gambar 2, terlihat adanya peningkatan kemampuan dasar 

nelayan penangkap telur ikan terbang dalam memahami peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan tangkap. Peningkatan ini mencakup pengetahuan 

umum, teknis, hingga aplikasi praktis di lapangan. Fenti Veerman, seorang 
nelayan sekaligus kepala pemuda Ohoi Ur Pulau, mengapresiasi kegiatan 

sosialisasi ini dan berterima kasih kepada DKP Provinsi Maluku, GEF 6, serta 

Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memfasilitasi kegiatan 
tersebut. Fenti berharap agar pemerintah, melalui DKP Provinsi Maluku, dapat 

membantu proses perizinan bagi nelayan di Ohoi Ur Pulau ke depannya. Informasi 
ini dikutip dari https://cfi-indonesia.id/blog/gef-6-dkp-maluku-sosialisasi-

peraturan-perundang-undangan-bidang-perikanan-tangkap-di-maluku-tenggara/. 
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4. KESIMPULAN 

⚫ Penerapan penangkapan ikan berbasis kuota di WPPNRI, sesuai PP No. 
11/2023 dan RPP Ikan Terbang, berupaya mengelola perikanan berkelanjutan 

dengan menetapkan kuota berdasarkan data ilmiah. Kelebihannya: menjaga 
populasi ikan, ekosistem laut, efisiensi nelayan, dan kesejahteraan. 

Kelemahannya: butuh kerjasama luas dan sosialisasi intensif. Pengembangan 
selanjutnya mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. 

⚫ Peningkatan kapal penangkap menurunkan produksi telur ikan terbang. 

Pengelolaan bijaksana diperlukan dengan menduga stok telur, pengawasan 
daerah potensial, menghidupkan budaya sasi laut, pemanfaatan terkendali, 

pendidikan masyarakat, dan penegakan hukum. Pengembangan: perbaikan 
regulasi dan peningkatan pengawasan. 

⚫ Pengawasan di Gugus Pulau VIII Kepulauan Kei menunjukkan rendahnya 
kepatuhan hukum dan pengawasan tidak efektif. Solusi: sosialisasi perizinan, 

penyederhanaan izin, penguatan pengawasan, kolaborasi lokal, dan penegakan 

hukum tegas. 
 

Saran: Program sosialisasi peraturan perikanan tangkap ikan terbang akan 
ditingkatkan dengan langkah-langkah: penyederhanaan materi, kerjasama antara 

pemerintah, LSM, dan masyarakat, penggunaan teknologi informasi, dan 
pemberdayaan melalui pelatihan secara kontinyu. 
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